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Aril Gunawan, 2023. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ( Studi Kasus Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-20220. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman Samarinda, (Dibimbing oleh) Bapak Dr. Hariman Bone,. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Drajat Desentralisasi Fisikal, Rasio Efektifitas dan Rasio Efesiensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Drajat Desentralisasi Fisikal, Rasio Efektifitas dan Rasio Efesiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan dapat dikategorikan sangat baik dan mampu memiliki pola hubungan yang delegatif, karena rata-ratanya sebesar 100% (2) Rasio Drajat Desentralisasi Fisikal pola hubungannya dikategorikan sangat baik, karena dalam skala intrval >50%, karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 52%% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 105%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 82%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.









ABSTRACT
 Aril Gunawan, 2023. Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of East Kalimantan Province (Case Study on Regional Financial and Asset Management Agencies for 2019-2020. Thesis Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, Mulawarman University, Samarinda, (Supervised by) Mr. Dr. Hariman Bone, S.E., M.Sc., CSRS., CSRA. This study aims to determine the financial performance of the East Kalimantan Provincial Financial and Asset Management Agency in 2019-2022 in terms of the Financial Independence Ratio, the Ratio of Physical Decentralization Degree, the Ratio of Effectiveness and the Ratio of Efficiency. This is a quantitative descriptive research.This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of East Kalimantan Province.The data collection used the documentation method.The data analysis technique used was quantitative descriptive with the formula: Financial Independence Ratio, Physical Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio.The results of the analysis show that the Financial Performance of BPKAD of East Kalimantan Province is seen from (1) the Financial Independence Ratio can be categorized as very good and capable of having a delegative relationship pattern, because the average is 100% (2) The Ratio of Physical Decentralization Degree of relationship pattern categorized as very good, because on an interval scale of > 50%, because the average magnitude of this ratio is 52%% (3) PAD Effectiveness Ratio the effectiveness of the financial performance of East Kalimantan Province is very effective because the average effectiveness is above 100%, namely 105% . (4) The Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be less efficient because the average regional financial efficiency for the Province of East Kalimantan is 82%.

Keywords: Local Government Financial Performance, Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio.
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PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc140529977]Latar Belakang
Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk menjalankan pembangunan dan melakukan kepentingan suatu masyarakat dengan mengadakan program Otonomi Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, didalam Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi aspek yang paling penting melakukan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 
Dengan adanya Otonomi Daerah Pemerintah Daerah harus melakukan suatu pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparasi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mengembangkan ekonomi dan kemandirian suatu daerah. Untuk membuktikan kewenangan yang menjadi hak daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan dan pelayanan publik. 
Laporan kinerja pemerintah sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan kauangan daerah. Dengan menganalisis laporan keuangan dari pemerintah daerah akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, setelah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun berikutnya dapat lebih baik sehingga berdapak positif kepada kesejahteraan masyarakat. kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Fahmi (2018: 142)
Untuk kepentingan publik, evaluasi dan pemulihan kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Ini dapat dicapai dengan menganalisis laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, efektivitas, dan rasio aktivitas. (Halim, 2004: 150). 
Analisis kinerja keuangan sangat penting karena dapat berfungsi sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang, melacak dan mengevaluasi kinerja, menunjukkan cara mencapai target kinerja, dan membantu menemukan dan memecahkan masalah. Salah satu syarat untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional dan internasional adalah pemerintah menjalankan pemerintahan yang baik.
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimanatan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja BPKAD Prov.Kaltim antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pemerintah daerah adalah sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan suatu pertanggungjawaban keuangan daerahnya agar dinilai apakah suatu daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. untuk menganalisis suatu pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan cara menganalisis rasio terhadap laporan keuangan yang digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.
Untuk menjalankan suatu tugas dan wewenangnya secara menyeluruh, Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut membutuhkan pendanaan, dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Untuk melakukan suatu pendanaan tersebut dapat dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sistem ini dapat digunakan untuk membantu berdirinya suatu kebijakan pemerintah tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Suplus Defisit Anggaran dan Catatan Atas Laporan keuangan yang akan dipergunakan unutuk melihat kinerja dalam periode tersebut.
Untuk melakukan analisi kinerja keuangan dengan menerapkan rasio keuangan, BPKAD Provinsi kalimantan Timur agar dapat meningkatkan efektif dan efisien untuk memberikan suatu pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat agar suatu perhitungan rasio keuangan pada LRA dan Neraca memiliki hasil analisis saling terkait dapat membantu suatu pemertintahan untuk lebih fokus pada tujuan pemerintah daerah.
	Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan permasalahan tentang penilaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Provinsi kalimantan Timur tahun anggaran 2019-2022 untuk mengetahui seberapa Derajat Desentralisasi, efektif, efesien dan mandirinya pelaporan keuanganya. Dalam hal ini penulis melakukan penilitian dengan judul :
’’ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  DAERAH (BPKAD) PERIODE TAHUN 2019-2022’’.
1.2 [bookmark: _Toc140529978]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permaslahanya yaitu Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fisikal, Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah?
1.3 [bookmark: _Toc140529979]Tujuan Penelitian
Secara opersional tujuan penilitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 dengan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fisikal, Rasio Efektifitas PAD dan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah?
1.4 [bookmark: _Toc140529980]Manfaat Penelitian
Bagi penulis dan pembaca  :
	Digunakan sebagai penerapan ilmu dan materi-materi tentang perhitungan suatu rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan.
Bagi instansi :
1. Dapat digunakan sebagai contoh kebijakan keuangan pada tahunn anggaran berikutnya
2. Dapat meningkatkan efektif dan efisien sektor pablik dalam memberikan pelayanan.
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2.1 [bookmark: _Toc140529983]Kajian Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc140529984]Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja Keuangan Daerah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Kinerja ini diwakili oleh rasio keuangan yang berasal dari komponen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang terdiri dari perhitungan APBD. (Nurul, 2014). 
Kinerja juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana atasan menilai kemampuan bawahan mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini juga dapat digunakan untuk menilai bagaimana seseorang bertindak terhadap tugas yang diberikan atau bagaimana mereka melakukannya.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Daerah tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan dapat menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Hony, 2013).


b. Tujuan Pengukuran Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Sebagian besar orang yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi mengambil manfaat dari informasi ini. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasi otonomi daerahnya sendiri, mengevaluasi seberapa efektif dan efisien mereka menghasilkan pendapatan, dan mengevaluasi sejauh mana aktivitas pemerintah daerah membelanjakan pendapatannya.
Tujuan pengukuran kinerja pemerintah adalah untuk mengevaluasi kemampuan mereka untuk menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Pelayanan publik merupakan salah satu keberhasilan pelaksaan otonomi daerah bagi organisasi permerintah.
Tujuan pengukuran Kinerja Peengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuh tiga maksud yaitu : 
1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
c. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan menunjukkan suatu organisasi pemda harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja individual dikatakan berhasil ketika mereka dapat mencapai tujuan mereka.  Jika seseorang mampu mencapai standar yang ditentukan atau diputuskan oleh atasan atau bawahannya, seseorang dianggap berhasil dalam pekerjaannya. Standar menentukan apakah suatu tujuan dapat dicapai atau tidak. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Umpan balik adalah input yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan kinerja, pencapaian tujuan, dan standar kinerja. Dengan umpan balik, evaluasi kinerja dilakukan dan perbaikan dapat dilakukan.
Faktor yang membantu mencapai tujuan adalah alat atau sarana. Tanpa sumber daya, tugas pekerjaan tertentu tidak dapat diselesaikan dan tujuan tidak dapat diselesaikan secara efektif. Kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dikenal sebagai kompetensi. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Peluang Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia (Christian dkk, 2017).
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APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang menghitung perkiraan biaya untuk kegiatan dan proyek di daerah selama satu tahun, dan menunjukkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran tersebut. ( Halim dan Kusufi : 2014 ). 
Dalam pemerintah daerah, APBD berfungsi sebagai rencana perkiraan biaya pemasukkan dan pengeluaran untuk kegiatan dan proyek selama periode anggaran satu tahun. Anggaran daerah memiliki unsur-unsur berikut dalam APBD.: 
1. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
2. Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas. 
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepemendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, mengubah APBD selama reformasi keuangan daerah. Namun, APBD yang digunakan saat ini didasarkan pada : 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Pemendagri ) Nomor 59 Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. 
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. 
Saat ini, APBD terbaru terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan, belanja dan pembiayaan didalam APBD terbaru dikelompokkan kembali menjadi : 
1. Pendapatan , yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 
a) Pendapatan Asli daerah (PAD). 
b) Dana Perimbangan. 
 c) Pendapatan lain-lain daerah yang sah. 
2. Belanja , yang dikelompokkan menjadi dua bagian , yaitu : 
a) Belanja tidak langsung , berisi kategori seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 
b) Belanja langsung , berisi kategori seperti belanja pegawai honorarium dan penghasilan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa, belanja modal, belanja barang dan jasa.
3. Pembiayaan , yang dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan sumber biaya, yaitu : 
a) Sumber pembiayaan penerimaan. 
b) Sumber pembiayaan pengeluaran. 
2.1.3 [bookmark: _Toc140529986]Struktur APBD 
Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut : 
a) Pendapatan daerah Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
b)  Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah adalah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 
c) Pembiayaan daerah Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto. Pembiayaan dikatagorikan menjadi dua, yaitu; 
(1) Pembiayaan: Penggunaan SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan lainnya; penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan lembaga keuangan lainnya.. 
(2) Pengeluaran Pembiayaan: Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, lembaga keuangan bank dan nonbank, dan lembaga keuangan lainnya (Mahmudi, 2010;76).
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Kinerja keuangan daerah untuk pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan, yang mencakup anggaran dan realisasinya dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan selama periode anggaran. Dalam penelitian ini, pengukurannya dilakukan dengan menilai kinerja keuangan APBD dengan menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi, dan analisis rasio. Menurut buku Mahmudi Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016), analisis kinerja keuangan APBD dapat dilakukan dalam tiga bagian : 
1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah: Ini adalah analisis kinerja
keuangan pendapatan daerah yang biasanya menilai perbandingan besar kecil antara anggaran dan realisasi pendapatan. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik karena melihat apakah realisasi pendapatan keuangan melampaui anggaran atau target yang telah ditentukan. Analisis ini juga melihat apakah realisasi pendapatan keuangan telah melampaui target anggaran atau tidak, serta komponen pendapatan lain yang lebih berpengaruh. Kita dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi anggaran.
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2.2.1 [bookmark: _Toc140529989]Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan seberapa bergantung daerah pada dana dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi, dan demikian sebaiknya (Halim, 2002). Selain itu, rasio kemandirian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang lebih tinggi akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. (Nurul, 2014).
Pembagian pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pinjaman daerah dan transfer pemerintah pusat dan provinsi dapat digunakan untuk menghitung kemandirian keuangan daerah. Menurut Mahmudi, semakin banyak perbandingan, khususnya dari pendapatan asli daerah, semakin jelas bahwa daerah memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio Kemandirian =  x 100%
Tabel 2. 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah
	Kemampuan Daerah
	Kemandirian %
	Pola Hubungan

	Rendah Sekali
	0 – 25
	Instruktif

	Rendah
	25 – 50
	Konsultatif

	Sedang
	50 – 75
	Partisipatif

	Tinggi
	75 – 100
	Delegatif


                   Sumber: M. Agung Satryo Utomo(2015)
1. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah tidak mampu melaksanakanotonomi daerah).
4. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
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Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Yulitiawati, 2017).
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Hony, 2013).
Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka akan semakin tinggi juga kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Sri Wulandari, 2017).
Rasio Desentralisasi Fisikal =  x 100%
Tabel 2. 1 Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal
	Kemampuan Kinerja Keuangan
	Persentase Desentralisasi %

	Sangat Kurang
	0,00 – 10,0

	Kurang
	10,01 – 20,00

	Sedang
	20,01 – 30,00

	Cukup
	30,01 – 40,00

	Baik
	40,01 = 50,00

	Sangat Baik
	>50


                   Sumber: Sri Wulandari (2017).
2.2.3 [bookmark: _Toc140529991]Rasio Efektifitas PAD
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Agung, 2015).
Rasio efektivitas menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai PAD yang direncanakan dan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah daerah. (Safira, 2020).
Menurut Christian (2017), pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Rasio Efektifitas =  x 100%.
Table 2.3 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Presentase Kinerja Keuangan
	Kriteria

	>100%
	Sangat Efektif

	100%
	Efektif

	90%-99%
	Cukup Efektif

	75%-89%
	Kurang Efektif

	<75%
	Tidak Efektif


                  Sumber: Mahmudi (2010:143)
2.2.4 [bookmark: _Toc140529992]Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi,yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan anatara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pedapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Abdul Halim (2007: 234). Efisien yang dimaksud disini ialah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan (Taufik, 2017).
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik (Hony, 2013).
Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Hony, 2013).
Rasio Efisiensi =  x 100%,


Table 2.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
	Presentase Kinerja Keuangan
	Kriteria

	>100%
	Sangat Efisien

	100%
	Efisien

	90%-99%
	Cukup Efisien

	75%-89%
	Kurang Efisien

	<75%
	Tidak Efisien


                  Sumber: Mahmudi (2010:143)
Dalam rasio-rasio diatas dapat menganalisa baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu laporan keuangan pemerintah dari suatu period ke periode berikutnya. Dan rasio keuangan tersebut sebagai satu alat untuk mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah  sudah maksimal atau belum.
2.3 [bookmark: _Toc140529993]Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu
	No.
	Penulis
	Judul
	Hasil Penelitian

	1
	Muhammad Taufik Hidayat, 2017
	Analisis Rasio Efisiensi dan Kemandirian Keuagan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat
	Rasio Efisiensi pada pemerintahan Kabupaten Langkat cukup efisien dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sehingga pembelanjaan pemerintah selalu meningkat setiap tahun.

	2
	M. Agung Satryo Utomo, 2015
	Analisis Penggunaan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta
	1. Rsio Kemandirian memiliki pola hubungan parsipatif karena dikisaran interval 50-75%.

	3
	Safira Maulia, 2020
	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 di Kota Langsa Provinsi Aceh
	1. Rasie efektivitas PAD Kota Langsa pada tahun 2018-2020 tergolong cukup efektif yaitu dengan rata-rata berada pada angka 83,55%.

	4
	J. Marsudi dkk, 2019
	Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektifitas, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat
	1. kemandirian tidak memiliki pengaruh dengan nilai thitung sebesar -1,178.
2. efektifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAD dengan nilai sebesar 0,00 lebih kecil dri 0,05 dengan thitung 8,434. 

	5
	Sri Wulandari, 2017
	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
	Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rasio kemandirian dan rasio desentralisasi, untuk rasio kemandirian disebabkan oleh kurang berkembangnya pemanfaatan Sumber Daya Alam

	6
	Nurul Amin, 2014
	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Darerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis
	1. rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76%

	7
	Christian D. Sumual, dkk. 2017
	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kota Tomohon
	untuk pertumbuhan kemandirian dan efesiensi Kota Tomohon belum memenuhi sesuai standar yang diinginkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Kota Tomohon kurang baik

	8
	Anike Deswira, 2022
	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
	 Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar berjalan masih cukup efektiv dimana bisa dilihat pertahunnya tingkat efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebesar 96,50 %.

	9.
	Yuliawati, 2017
	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keyangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintaha Daerah Kabupaten Ogan Komring Ulu Tahun Anggaran 2013-2017
	1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu di ukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal selama TA 2013 sampai dengan TA 2017 persentase rata-rata diperoleh sebesar 8,49% berada pada skala interval 00,00 - 10,00% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sangat kurang.

	10.
	Hony Adhiantoko, 2013
	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011.
	1. Kinerja Keuangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%



    Sumber Data Olahan
2.4 [bookmark: _Toc140529994]Kerangka Pikir 
	Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Halim (2012) Menyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, adapun rasio efektivitas keuangan daerah. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio efektivitas keuangan merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan program jika hasil program lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dan rasio efesiensi keuangan daerah menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dengan melihat analisis tersebut,dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan (BPKAD) Di Provinsi Kalimantan Timur. 
	Berdasarkan uraian di atas dapat di susun suatu skema kerangka pikir atas rencana penelitian ini sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)



Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur











Analisis Kinerja Keuangan Dengan Rasio Keuangan





Rasio Efektifitas
Rasio Desentralisa
Rasio Kemandirian
Rasio Efesiensi




[bookmark: _Toc140529995]BAB III
[bookmark: _Toc133768971][bookmark: _Toc140529996]METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc140529997]Definisi Operasional
	 Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu pencapaian dari hasil kerja dalam bidang keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja daerah menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode.
	Pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi pertanggung jawaban, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan.	
3.2 [bookmark: _Toc140529998]Rincian Data Yang Diperlukan
     Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022
3.3 [bookmark: _Toc140529999]Jenis dan Sumber Data
	  Jenis data yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode penelitian ini dapat mendeskripsikan hasil analisis rasio keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
	  Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan penerintah, artikel, buku sebagai teori dan lain sebagainya (sujarweni 2015:89). 
3.4 [bookmark: _Toc140530000]Metode Pengumpulan Data
	  Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dan melakukan dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dokumentasi adalah dokumen yang dapat memberikan bukti yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut. Kemudian data tersebut akan diolah sebagai bahan penelitian kinerja keuangaan. Data tersebut yang akan diperlukan adalah data laporan keuangan Pemerintah Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022.
3.5 [bookmark: _Toc140530001]Alat Analisis
	  Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif yaitu ,membuat rincian terhadap data keuangan yang akan dianalisis. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisi kinerja keuangan pemerintah daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur pada penelitian ini adalah : Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio derajat desentralisasi, Rasio efektivitas dan efesiensi pendapatan asli daerah.
	  Data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur. Dari data tersebut akan diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
	 Mekanisme perhitungan kinerja keuangan dan pengeloalaan keuangan daerah dengan menggunakan rumus rasio sebagai berikut :
a. Rasio kemandirian keuangan :
Rasio Kemandirian =  x 100%
b. Rasio derajat desentralisasi :
Rasio Desentralisasi Fisikal =  x 100%
c. Rasio efektivitas :
Rasio Efektifitas =  x 100%.
d. Rasio Efisiensi :
Rasio Efisiensi =  x 100%,







[bookmark: _Toc140530002]BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

[bookmark: _Toc140530003]4.1	Gambaran umum provensi kalimantan timur
[bookmark: _Toc140530004]4.1.1	Kondisi umum
	Provinsi di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki luas 127.346,92 km2, menjadikannya provinsi terluas keempat di Indonesia, di belakang Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Timur terletak di langit antara 11335’31” dan 11912’48 bujur timur, dan antara 234’23” dan 244’14’ lintang utara dan selatan. Kalimantan Timur terletak di antara Negara Malaysia, Timur Laut Sulawesi, dan Selat Makassar. Batas-batasnya adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah..
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur terbentuk dengan terbitnya peraturan pemeintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Nomo 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur dan peraturan gubernur  Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun2016 Ttentang susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja BPKAD Kalimantan Timur, kemudian diubah dengan peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
[bookmark: _Toc140530005]4.1.2	Struktur BPKAD Kalimantan Timur
[image: https://bpkad.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/11/struktur-warna-1.jpg]




[bookmark: _Toc140530006]4.1.3	Visi & Misi BPKAD Kalimantan Timur
	VISI BPKAD :
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

MISI BPKAD :
Misi Pertama adalah “Meningkatkan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik”, yang mempunyai tujuan Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
Misi Kedua adalah “Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah”, yang mempunyai tujuan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.
Misi Ketiga adalah “Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas”, yang mempunyai tujuan Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel.





[bookmark: _Toc140530007]4.1.4 	Analisis Kinerja Keuangan
Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja keuangan di masa lalu. Dalam penelitian ini kinerja keuangan  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc140530008]Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Kemandirian =  x 100%

Rasio ini menunjukan tingkat keberhasilan atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan mayarakat pembangunan. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dibawah ini:
Table 4.1 perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
	Tahun
	PAD
	Total Pendapatan Transfer
	Rasio 
(%)
	Pola Hubungan

	2019
	6.555.852.805.408,40
	5.204.311.550.792,00
	125%
	Delegatif

	2020
	5.289.232.781.584,58
	4.831.866.273.077,00
	109%
	Delegatif

	2021
	6.111.918.272.284,37
	4.094.319.639.990,00
	149%
	Delegatif

	2022
	8.997.262.540.257,73
	7.790.284.158.755,00
	115%
	Delegatif


Sumber data : BPKAD Kaltim

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
	Tahun 2019 =  x 100%  =  125%
	Tahun 2020 =  x 100%  =  109%
	Tahun 2021 =  x 100%  =  149%
	Tahun 2021 =  x 100%  =  115%
Terjadi penurunan Rasio Desentralisasi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurnan tersebut disebabkan oleh menurunnya PAD sebanyak Rp1.266.620.023.823,56 Tahun 2021 kembali terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 822.685.490.699,79. Tahun 2022 kembali terjadi kenaikan sebesar Rp 2.885.344.267 973,36 Kenaikan dan penuruan tersebut sangat ditentukan oleh besaran PAD yang diterima oleh Pemprov. Salah penyebab fluktuasi nilai PAD adalah adanya pendapatan pajak daerah yang juga befluktuasi. 
Jika dilihat dari Rasio pada tahun 2019 sebesar Rp 6.555.852.805.408,40 atau 125% dari pendapatan transfer, tahun selanjutnya 2020 PAD menurun sebesar Rp 5.289.232.781.584,58 tetapi mengalami kenaikan 109% dari pada pendapatan transfer, pada tahun 2021 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 6.111.918.272.284,37 atau 149% dari pendapatan transfer, dan pada tahun 2022 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 8.997.262.540.257,73 atau 115% dari pendapatan transfer.
Jadi hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  Provinsi Kaltim Tahun 2019- 2022 dapat diartikan sangat baik dan mampu memiliki pola hubungan yang delegatif
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong Tinggi yaitu dengan angka diatas 75- 100% sehingga memiliki pola hubungan yang Delegatif. Pola hubungan Delegatif ini menggambarkan keadaan dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 
Hasil dari penelitian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kaltim tahun 2019-2022 menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah mampu secara mandiri dalam mengelola Keuangan Daerah dengan memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. [bookmark: _Toc140530009]Rasio Desentralisasi Fisikal
Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Desentralisasi Fisikal =  x 100%
Rasio ini menunjukan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah. Hasil dari Rasio perhitungan Rasio Derajat Desentraalisasi Fiskal bisa dilihat pada tabel dibawah :

Table 4.2  perhitungan Rasio Derajat Desentraalisasi Fiskal
	Tahun
	PAD
	Total Pendapatan Daerah
	Rasio (%)
	Kemampuan Keuangan

	2019
	6.555.852.805.408,40
	11.775.086.446.200,40
	55,67%
	Sangat Baik

	2020
	5.289.232.781.584,58
	10.133.115.629.661,60
	52,19%
	Sangat Baik

	2021
	6.111.918.272.284,37
	10.220.142.967.274,40
	59,80%
	Sangat Baik

	2022
	8.997.262.540.257,73
	16.804.693.779.012,73
	53,54%
	Sangat Baik


Sumber data : BPKAD Kaltim
Terjadi penurunan Rasio Desentralisasi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurnan tersebut disebabkan oleh menurunnya PAD sebanyak Rp1.266.620.023.823,56 Tahun 2021 kembali terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 822.685.490.699,79. Tahun 2022 kembali terjadi kenaikan sebesar Rp 2.885.344.267 973,36. Kenaikan dan penuruan tersebut sangat ditentukan oleh besaran PAD yang diterima oleh Pemprov. Salah penyebab fluktuasi nilai PAD adalah adanya pendapatan pajak daerah yang juga befluktuasi. 
	Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BPKAD Kaltim jika di lihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukan Kemampuan Keuangan dikategorikan Sangat Baik. Pada tahun 2019 Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 55,67%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 52,19%, tahun selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 59,80%, namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi 53,54%, meskipun dalam rasio mengalami naik turun namun Kemampuan Keuangan BPKAD Kaltim di kategorikan Sangat Baik, karena dalam skala interval >50.
3. [bookmark: _Toc140530010]Rasio Efektifitas PAD
Menghitung Rasio Efektifitas PAD dengan rumus sebagai berikut :
	Rasio Efektifitas =  x 100%.
Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat sebagai berikut :
Table 4.3 Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD
	Tahun
	Anggaran PAD
	Realisasi PAD
	REPAD 
	Kriteria

	2019
	5.794.714.345.762,92
	6.555.852.805.408,40
	105,72%
	Sangat Efektif

	2020
	4.326.324.617.227,18
	5.289.232.781.584,58
	122,26%
	Sangat Efektif

	2021
	5.396.942.567.871,00
	6.111.918.272.284,37
	113,25%
	Sangat Efektif

	2022
	7.073.973.609.315,00
	8.997.262.540.257,73
	127,19%
	Sangat Efektif


Sumber data : BPKAD Kaltim
Didalam Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Realisasi PAD lebih besar dari pada Anggaran PAD tahun 2019 selisih sebesar Rp 761.138.459.645,48. Pada tahun 2020 selisih sebesar Rp 962.908.164.357,4. Tahun berikutnya ditahun 2021 selisih sebesar 2021 Rp 714.975.704.413,37 dan tahun 2022 selisih Rp 1.923.288.930.942,73. Kenaikan tersebut sangat ditentukan oleh besaran PAD yang diterima oleh Pemprov. Salah penyebab fluktuasi nilai PAD adalah adanya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dpisahkan dan lain-lain PAD yang SAH yang juga befluktuasi.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun tahun 2019 sebesar Rp 6.555.852.805.408,40, tahun selanjutnya 2020 PAD menurun sebesar Rp 5.289.232.781.584,58, pada tahun 2021 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 6.111.918.272.284,37, dan pada tahun 2022 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 8.997.262.540.257,73..
Rasio Efektivitas PAD Provinsi Kaltim pada tahun 2019 masuk ke dalam kriteria Sangat Efektif dengan hasil 105,72%, pada tahun 2020 terbilang Sangat Efektif yaitu dengan hasil 122,26%, kemudian pada tahun 2021 kriteria masih dengan dengan hasil sebesar 113,25% dan dikatakan Sangat Efektif, tahun 2022 dengan angka sebesar 127,19% masih termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tergolong dengan kreteria Sangat Efektif dengan hasil rata-rata >100%. 
4. [bookmark: _Toc140530011]Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Efisiensi =  x 100%,
Rasio Efesiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2020 dapat dilihat dibawah ini :
Table 4.3 Perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah
	Tahun
	Realisasi Belanja Daerah
	Realisasi Pendapatan Daerah
	REKD
	Kriteria

	2019
	6.488.228.331.289,85
	11.775.086.446.200,40
	83,28%
	Kurang Efisien

	2020
	5.917.231.922.644,25
	10.133.115.629.661,60
	82,22%
	Kurang Efisien

	2021
	6.719.024.890.920,75
	10.220.142.967.274,40
	83,60%
	Kurang Efisien

	2022
	7.988.479.154.623,68
	16.804.693.779.012,73
	77,90%
	Kurang Efisien


Sumber data : BPKAD Kaltim
Didalam Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 selisih sebesar Rp 5.286.858.114.910,55. Pada tahun 2020 selisih sebesar Rp 4.215.883.707.017,35. Tahun berikutnya ditahun 2021 selisih sebesar 2021 Rp 3.501.118.076.353,65 dan tahun 2022 selisih Rp 8.816.214.624.389,05. Kenaikan tersebut sangat ditentukan oleh besaran Realisasi yang diterima oleh Pemprov. Salah satu penyebab fluktuasi nilai Realisasi adalah PAD dan pendapatan transfer yang juga befluktuasi.
Rasio Efesiensi Keuangan Daerah  Provinsi Kaltim pada tahun 2019 masuk ke dalam kriteria Kurang Efisien dengan hasil 83,28%, pada tahun 2020 terbilang Kurang Efisien yaitu dengan hasil 82,22%, kemudian pada tahun 2021 kriteria masih dengan dengan hasil sebesar 83,60% dan dikatakan Kurang Efisien, tahun 2022 dengan angka sebesar 77,90%  masih termasuk dalam kriteria Kurang Efisien.
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong dengan kreteria Kurang Efisien dengan hasil rata-rata 75%-89%.
4.1.5 	PEMBAHASAN
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 nominal PAD sebesar Rp 6.555.852.805.408,40 atau sebesar 125% dari total pendapatan. Mengalami penurunan pada tahun 2020 nominal PAD sebesar Rp 5.289.232.781.584,58 atau sebesar 109% dari total pendapatan, mengalami penaikan lagi pada tahun 2021 nominal PAD sebesar Rp 6.111.918.272.284,32 atau sebesar 149% dari total pendapatan, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan PAD sebesar Rp 8.997.262.540.257,73 atu sebesar 115% pada total pendaptan.
Terjadi penurunan rasio kemandirian dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurnan tersebut disebabkan oleh menurunnya PAD sebanyak Rp570.996.408.645,6 Tahun 2021 kembali terjadi kenaikan PAD sebesar Rp 801.792.968.276,5. Tahun 2022 kembali terjadi kenaikan sebesar Rp 1.269.454.263.702,93. Kenaikan dan penuruan tersebut sangat ditentukan oleh besaran PAD yang diterima oleh Pemprov. Salah satu penyebab fluktuasi nilai PAD adalah adanya pendapatan pajak daerah yang juga befluktuasi. 
	Jika Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ada penurunan hal ini di sebabkan daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan rertibusi juga salah satu hal yang mengakibatkan PAD yang di hasilkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dan apabila jika perbedaan besarnya bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisai belanja pada masing-masing daerah. Mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukan Kemampuan Keuangan dikategorikan Sangat Baik. Pada tahun 2019 Rasio Desentralisasi Fiskal sebesar 55,67%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 52,19%, tahun selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 59,80%, namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2022 menjadi 53,54%, meskipun dalam rasio mengalami naik turun namun Kemampuan Keuangan BPKAD Kaltim di kategorikan Sangat Baik, karena dalam skala interval >50.
Dalam laporan keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan rasio, pada tahun 2021 Rasio Desentralisasi Fiskal sebesas 59,80% dan pada tahun 2022 menurun sebesar 53,54%, hal ini mengakibatkan nominal PAD ditahun 2021 sebesar Rp 6.111.918.272.284,3 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 8.997.262.540.257,7 maka PAD tahun 2021 dan 2022 naik sebesar Rp 2.885.344.267.973,4 dan pada total pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 10.220.142.967.274,40 dan tahun berikutnya sebesar Rp 16.804.693.779.012,73, maka total pendapatan daerah naik sebesar Rp 6.804.693.779.012,73. Dari kenaikan PAD dan Total  Pendapatan Daerah yang paling signifikan adalah total pendapatan daerah dari tahun 2021 ketahun 2022. Jika rasio tidak mengalami penurunan maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur harus lebih perhatikan untuk melakukan Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah kepada masyarakat, sehingga menghasilkan kenaikan yang sangat signifikan ditahun berikutnya. 
Jika dilihat dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah terhadap total pendapatan daerah dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan rertibusi daerah masih kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki bagian besar dalam membiayai pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Rasio Efektifitas PAD
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun tahun 2019 sebesar Rp 6.555.852.805.408,40. tahun selanjutnya 2020 PAD menurun sebesar Rp 5.289.232.781.584,58, pada tahun 2021 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 6.111.918.272.284,37, dan pada tahun 2022 PAD mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 8.997.262.540.257,73..
Rasio Efektivitas PAD Provinsi Kaltim pada tahun 2019 masuk ke dalam kriteria Sangat Efektif dengan hasil 105,72%, pada tahun 2020 terbilang Sangat Efektif yaitu dengan hasil 122,26%, kemudian pada tahun 2021 kriteria masih dengan dengan hasil sebesar 113,25% dan dikatakan Sangat Efektif, tahun 2022 dengan angka sebesar 127,19% masih termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.
Pada laporan keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam laporan keuangan tersebut Anggaran PAD dan Realisasi PAD dalam Rasio Efektivitas PAD mengalami kenaikan rasio ditahun 2021 hasil rasionya 113,25% pada tahun berikutnya ditahun 2022  naik sebesar 127,19% maka dari hasil kenaikan tersebut BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah di bandingkan dengan target pada potensi daerah. 
Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaa, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efesiensi Keuangan Daerah  Provinsi Kaltim pada tahun 2019 masuk ke dalam kriteria Kurang Efisien dengan hasil 83,28%, pada tahun 2020 terbilang Kurang Efisien yaitu dengan hasil 82,22%, kemudian pada tahun 2021 kriteria masih dengan dengan hasil sebesar 83,60% dan dikatakan Kurang Efisien, tahun 2022 dengan angka sebesar 77,90%  masih termasuk dalam kriteria Kurang Efisien.
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di ketahui bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2022 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong dengan kreteria Kurang Efisien dengan hasil rata-rata 75%-89%.
Hasil dari perhitungan Rasio Efesiensi Keuangan Daerah dari tahun 2019-2022 mengalami penuruan  hal ini menyebabkan BPKAD Privinsi Kalimantan Timur dilihat dari total realisasi belanja lebih rendah terhadap total anggaran belanja maka rasio kriteria kurang efesien Provinsi Kalimantan Timur sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini masih kurang karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan provinsi kalimantan timur dapat meminimalisir jumlah belanjanya disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efesiensi belanja daerah.
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[bookmark: _Toc140530013]5.1	 Kesimpulan
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi kalimantan timur yang dianalisis dengan Rasio kemandirian keuangan , Rasio Desentralisasi , Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi daerah maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Ka;imantan Timur ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) tergolong tinggi dengan angka diatas 75 - 100% sehingga memiliki pola hubungan yang Delegatif. Presentasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah bertutut turut dari tahun 2019-2022 yaitu 125%, 109%, 149%, 115%. Pola hubungan Delegatif menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sehingga hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu secara mandiri dalam mengelola Keuangan Daerah dengan memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan sangat baik. Hal itu karena dari hasil analisis penelitian menggambarkan bahwa besarnya presentasi angka Derajat Desentralisasi Fiskal adalah >50,00%, berturut turut dari tahun 2019-2022 yakni sebesar 55,67 %, 52,19%, 59,80%, 53,54%, Angka itulah yang menunjukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah sangat tinggi sehingga semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah Provinsi Kaltim menyelenggarakan Desentralisasi. Hal ini berarti PAD Provinsi Kaltim mempunyai kemampuan sangat baik dalam pembiayaan pembangunan daerah, karena PAD Provinsi Kaltim tahun 2019-2022 angkanya relatif besar dan tidak kalah jauh jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerahnya.
3. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) terbilang Sangat Efektif . Angka REPAD dari tahun 2019-2022 berturut turut adalah 102,72%, 122,26%, 113,25%, 127,19%.
4. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kaltim jika dilihat dari Rasio Efesiensi Keuangan Daerah (REKD) terbilang Kurang Efisien. Karena semua presentasenya 75%-89%. Angka REKD berturut turut dari tahun 2019-2022 sebesar 83,28%, 82,22%, 83,60%, 79.90%. dalam hal ini disebabkan karena Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2022 tergolong sangat besar jika di sandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah. Faktor yang mempengaruhi angka realisasi belanja antara lain, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota.
[bookmark: _Toc140530014]5.2	Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka butirbutir saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan mampu maksimal dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja keuangan yang baik sesuai dengan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian perlu adanya perhatian yang lebih terhadap rasio efesiensi yang menghasilkan kriteria kurang efisien. Dilihat dari Belanja Daerah dibandingkan dengan yang dianggarankan sebelumnya jika jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlah yang dihasilkan jika dibandingkan dengan belanja daerah. Sehingga dapat dikatakan kinerja Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini masih kurang karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan provinsi kalimantan timur dapat meminimalisir jumlah belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efesiensi belanja daerah. Dengan kinerja yang baik akan mempengaruhi banyak hal, diantaranya yaitu tingginya tingkat efisisensi PAD. 
2. 	Bagi para peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya yang akan menganalisis Kinerja Keuangan Daerah diharapkan untuk memberikan penelitian yang lebih detail dan mendalam dengan memperbanyak rasio untuk menganalisis, sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih luas.	
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
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Bl Mol Ace Tetap Loy s1225 7530097500 moo1z0030| 00 903735 800
BELANIA TAK TERDUGA 5123 500.000.000.000,00 617620350627 | 4524 203.729.437,00
Belarga T Terck 5123 0000000000000 maieasenzr| w5 0272043700
(RansrER. 513 3510011.372818,00 | 341127253983400 | 9719 | 42993%0.78.06078
TRANSPER BAGI HASTL PENDAPATAN 5131 191130833600000 |  1863237.60301500 | 9748 | 2892162604780
Tronsfr Bog Hsi Pook Doerah 51311 1911.308.396.00000 T zemon | 94 261320047800
TRANSPER BANTUAN KEUANGAN 5132 1598700.036818,00 | 1548049361900 | 9683 2007253975878
Trasfer Batuan Keuangen ke Pemerviah Doerah Lokvya s1321 1500703036 818,00 I ) 2008183251 58278
Tronster Bantuan Keuongen Loiomya 51322 - 5 20700060000
|sumpLUS / (oersm) (2099304160474 804610167.183,33 | (3833) 387.467.936.049,74
pemBIAYAAN 514
PENERIMAAN PEMBIAYAAN s1a1 220930416047482 | 224038381434822 | 100,00 1861.926.227.625,08
Penggunsan SUA s1a11 2240304 164 47482 22030022 | 10000 001 920227 62608
PENGELUARAN PEMBIAAAN 5142 150.000.000.000,00 100.000.000.000,00 | 66,67 -
Peryertaan Mol vestas Pemerrtah Doeroh s1421 1500000000000 1000000000000 | 6667
PemBIAYAAN NETTO B 200930016047482 | 214938381030822 | 10238 1.861.926.227.625,08
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (STLPA) s1s - 2953000010085 | - 2249394.164.47482
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanga Modal Gedung dan Bangunan
Belanga Modal Jalan, Irigas dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA

g!ellnl- ‘Tak Terduga
TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
"~ Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
| Transter Bantuan Kevangan Lainnya -
SURPLUS / (DEFISIT)
PEmBIATAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Dacrah
[ PEMBIAYAAN NETTO

334.116.105.577,00

732.596.872.006,00
760.264.521.227,08
13.863,536.050,00
394.151,848.172,00
394.151.848.172,00
4.223,127.564.000,00

2.514.486.064.000,00 |
2.514.486.064.000,00
1.708.641.500.000,00
1.708.641.500.000,00

(2.670.835.448.059,00)|

2.674.485.448.059,00
2.674.485.448.059,00
3.650.000.000,00
3.650,000.000,00
2.670.835.448.059,00

3001992002038 | 8995
537.517.242.269,65
636.222.962.693,39

13.218.001.906,00
2140923493307 | 5617
BB | ey
sooasoasansioz | 94s
2455932231800 | 97,67

2459342323180 | 97,67
1.548.570209.102,70 | 90,63
1548.570.299.19270 | 90,63

953.994.981.531,55
2.953.994.961.531,55
3.650.000.000,00
$,650.000000,00 | 100,00
2950344.981531,55 | 11047

(dalom Rupiah).
URAIAN REFF /ANGGARAN 2021 REALISASI 2021 (%) REALISASI 2020
PENDAPATAN 511 9.589.762.859.000,00 10.220.142.967.274,40 106,57 10.133.115.629.661,60
PPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5111 5.396.942.567.871,00 6.111.918.272.284,37 113,25 5.289.232.781.584,58
Pendapatan Pajak Daerah 511.11 4.260.000.000.000,00 4.774.890.855.288,57 112,09 3.900.431.414.628,53
Pendapatan Retribusi Doerah o 51112 17.841.347.000,00 1359071906145 | 76,18 9.754.134.848,84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 511.13 243.641.687.732,00 2145993388815 | 88,08 110,986 636.346,20
Lain-lain PAD Yang Sah_ 51114 875.459.533.139,00 1108837390527 | 12666 1.268.058.595.759,01
PENDAPATAN TRANSFER 5112 4.180.093.291.129,00 4.094.319.639.990,00 97,95 4.831.866.273.077,00
Pendapatan Transter Pemerintah Pusat o 51121 4.142,638.980.129,00 4.056,865.328.990,00 97,93 4.759.527.447.077,00
| Bagi Hasil Pajak 511211 44.427.525.82300 888.096.437.759,00 | 105,27 680.159.503.579,00
‘Bagl Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 511212 1.776.027.934.306,00 1.703.069.394.640,00 95,89 2.864.480.185.358,00
‘Dana Alokasi Umum (DAU) 511213 820907.26600000 | 828.090.174361,00 | 99,90 831,404.756.000,00
Dana Aokasi Khusus (OAQ) o 511214 €93.276.254.000,00 6368473222000 | 91,86 3683.483.002.140,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lannya 51122 3.454311.000,00 745431100000 | 10000 72.136.826.000,00
Dana Penyesuaian (DID) 511221 37.454.311,000,00 3745431100000 | 10000 | 723382600000
‘Bantuan Keuangan 51123 & - ) 5 A
‘Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 511231 B - » » ) -
~ Bantuan Keuangan dar Pemerintah Daerah Kota 511232 = DR : :
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5113 12.727.000.000,00 13.905.085.000,00 | 109,26 12.016.575.000,00
[ pendapatan Hiba 12.727.000.000,00 1350505500000 | 109,26 3.256.420.000,00
Pendapatan Lainnya - - - 8.760.155.000,00
BELANIA 8.037.470.743.059,00 6.719.024.890920,75 | 83,60 5.917.231.922.644,25
'BELANJA OPERASIT 5.762.438.410.027,92 4.983.150.466.272,76 86,48 4.624.449.956.327,89
Belanga Pegawal o 2329.088.001.109,00 2,105,588 712918, %40 1,668.090.859.233,06
" Belanja Barang dan Jasa 3.134.163.095.080,92 263490156655436 | 8407 2779.46.269.032,83
Belanja Bunga : - & -
" Belanj Hibah 228.665386.80000 | 81,53 163.932.628.062,00
Belanja Bantuan Sosal - 18.717.850.000,00 1395480000000 | 7455 12.578.200.000,00
 BELANIA MODAL 1.880.880.484.859,08 1,514.465.189.71492 | 80,52 1.066,605.762.730,00
Belanga Modal Tanah  39.039.449.999,00 253127760300 | 6484 24.407.500,00

180848727,
2w7.161472427,00
374.808.804.007,59
26.561.230.068,30

226.176.203.506,27
— T
3.411.272.539.834,00

1.863.237.603.015,00

1.548.034.936.619,00

804.611.167.183,33

100.000.000.000,00

2.149.383.814.348,22

|SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

2.446.958.526.374,47 -
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISAST ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(datom Rupiah)
ANGGARAN 2022 ReasAsT2022 | (%) REALTSASE 2021
12469.541.473.626,00 | 16.804.693.779.012,73 | 10.220.142.967.274,40 |
5.997.262540.257,73 | 127,19 | _6.111910.272.204,37

15,00
879.750.088.000,00

7.623.597 47949564

PENDAPATAN TRANSFER

Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Kota

51211
511212

5.382.823.864.311,00
5.345.654403311,00
792.632.107,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.744.000.000,00 17.147.080.000,00 | 134,55 13.905.055.000,00
e T—— 12.74,000.000,00 17.147.080.000,00 13.905.055.000,00

10.254.745.123.477,00 | 7.988.479.154.623,68 77,90 6.719.024.890.920,75

7.046.915.098.849,00 | 6.001.780.302.943,06 85,17 4.983.150.466.272,76

7625 2.105.588.712.918,40
D 9180 2634.941.566.554,36 |

BT

5272466000000 | 509387004

18.657.432.947,00

5123 | 559.096.024.189,00
5123 559.096.024.189,00
513 | 4425.132930123,00
TRANSFER BAGE HASIL PENDAPATAN 5133 | 3.562.287.930.123,00 | 3.542721.678.74400 | 9945 | 2455.934.232318,00
Transer Bag! Has Pajok Daerah 3522790130 | 3S27216mIH0 | 945 2455.94232.318,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5132 | 862.045.000.000,00 | 862.545.000.00000 | 99,97 | 1.548.570.299.192,70
Transfe Bantuan Kevangan ke Pemerintah Doerah Lainnya 51321 862.645.000.000,00 B625A5000.00000 | 99,97 T540.570295.192,70
'SURPLUS / (DEFISIT) (2.210.336.579.974,00)|_4.410.947.945.645,05 | (199,56)| _(503.386.455.157,08)
PEMBIAYAAN 514
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5141 | 2469505263740 | 2446.993.522.567,50 2.953.994.961.531,55
Penggunaan SLPA 51411 246902637400 | 2416993525750 | 100,00 | 2953.994981.531,55
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5142 | 236.621.94640000 | 236.600.000.00000 | 99,99 3.650.000.000,00
Penyertaan Hodal Investast Pemerintah Daerah 51421 662199640000 2660000000000 | 99,99 3.650.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 2210336.579.974,00 | 2.210.393.522.567,50 | 99,99 | 2.950.344.981.531,55 |
‘SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 518 0,00 [ 6.621341460.23255 | 0,00 [ 2446.958.526.37447
GUBERNUR,
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